BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 67

TAHUN 2022

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
mengamanatkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh
pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

. bahwa dalam rangka integrasi dan optimalisasi pengelolaan

Naskah Dinas serta tertib administrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan
pedoman penyusunan Tata Naskah Dinas;

. bahwa untuk memberikan arah, dan landasan serta

kepastian hukum dalam penyusunan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan
dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan,
dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan pemerintahan daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,



perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

7. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam
gambar Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

8. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Pemerintah Daerah.

9. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara
bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan
yang efisien dan efektif dalam kegiatan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas terdiri atas:
a. jenis Naskah Dinas;

pembuatan Naskah Dinas;

pengamanan Naskah Dinas;

Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; dan
pengendalian Naskah Dinas.

> 0T

BAB II
JENIS NASKAH DINAS

Pasal 4

Jenis Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

Pasal 5

(1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.
(2) Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Peraturan perundang-undangan;
b. instruksi;



c. surat edaran; dan

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

(3) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disusun dalam bentuk Keputusan.

(4) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c disusun dalam bentuk surat perintah atau surat tugas.

Pasal 6

(1) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan
b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.
(2) Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. nota dinas;
b. memorandum;
c. disposisi; dan

d. surat undangan internal.

(3) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

Pasal 7

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
terdiri atas:

surat perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU);

surat kuasa;

berita acara;

surat keterangan;

surat pengantar;

pengumuman;

laporan; dan

telaah staf.

S

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
terhadap penyusunan Naskah Dinas:

a. Peraturan Perundang-undangan;

b. Keputusan;

c. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;



d. memorandum; dan

e. surat perjanjian/nota kesepahaman (MoU);

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS
Pasal 10
(1) Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

(2)

(3)

(4)

a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik melalui Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis atau aplikasi pengolah kata/data.

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat unsur sebagai berikut:

a. Lambang Negara/Daerah atau Logo;

penomoran Naskah Dinas;

penggunaan kertas, amplop, dan tinta;

pa oo

ketentuan jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf serta kata
penyambung;

penentuan batas atau ruang tepi;

nomor halaman;

tembusan;

5@ oo

lampiran;

[y

tanda tangan, paraf, dan cap; dan
j- perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas.

Ketentuan mengenai pembuatan Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penomoran, bentuk dan spesifikasi kop
serta cap dalam pembuatan Naskah Dinas tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 11

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

a.

b.

penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah
Dinas; dan

perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi
keamanan dan akses yang meliputi:

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;

2. pemberian nomor seri pengamanan atau security printing;

3. pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas.



Pasal 12

Ketentuan mengenai teknik pengamanan Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAB IV
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 13

(1) Penandatanganan Naskah Dinas dilaksanakan sesuai dengan
batasan kewenangan Pejabat Penandatangan Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat penandatangan Naskah
Dinas berdasarkan batasan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pasal 14

(1) Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

(2) Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk media rekam kertas dan media rekam
elektronik.

(3) Ketentuan mengenai pengendalian Naskah Dinas pada media
rekam kertas dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Gubernur
ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2022.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pedoman penyusunan Naskah Dinas Provinsi
Nusa Tenggara Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini
atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur ini.



Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd
H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSEAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135



